BAB I 
PENDAHULUAN



I.1 Latar Belakang
I.1.1	Gambaran Umum
Dalam terciptanya suatu kegiatan di pelabuhan yang tertib dan teratur, kegiatan manajemen lalu lintas muatan yang ada di pelabuhan sangat berguna untuk kelancaran dan ketertiban, kegiatan di Pelabuhan. Hal tersebut dikarenakan apabila di suatu Pelabuhan tidak memiliki manajemen yang baik maka akan mengakibatkan aktivitas / kegiatan dipelabuhan menjadi terhambat.
Pelabuhan Penyeberangan Bira terletak di Kabupaten Bulukumba yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi Pelabuhan Penyeberangan Bira terletak dalam wilayah Kecamatan Bontobahari. Secara geografis Kabupaten Bulukumba berada pada daerah yang sangat strategis apabila dilihat dari karakteristik wilayah yang lebih luas, karena terdapat prasarana perhubungan skala regional yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bira yang memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut. Pelabuhan Penyeberangan Bira yang ada di Kabupaten Bulukumba mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan satu-satunya pelabuhan penyeberangan utama bagi penyebaran hasil-hasil produksi dan pergerakan manusia serta untuk menghubungkan daerah yang dipisahkan oleh laut khususnya Pulau Selayar yang bertujuan menunjang pembangunan perekonomian
Pelabuhan Penyeberangan Bira dikelola dan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan dan pada sarananya dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Selayar, untuk melayani kapal-kapal penyeberangan Bira – Selayar dengan lintas komersil membutuhkan jarak tempuh 18 mil laut yang dilayani oleh 2 unit kapal penyeberangan dengan waktu tempuh ± 2 jam, dan 1 unit kapal penyeberangan dengan lintas perintis untuk melayani trayek Bira – Labuan Bajo yang membutuhkan jarak tempuh 165 mil.
Namun dalam penyelenggaraanya masih sering terjadi ketidakteraturan arus lalu lintas baik pada kendaraan maupun penumpang yang keluar dari pelabuhan maupun masuk ke pelabuhan, pada saat bongkar muat kapal terjadinya pertemuan antar kendaraan yang sedang melakukan bongkar dan muat muatan sehingga menyebabkan crossing, yang berdampak menumpuknya kendaraan yang keluar dari area parkir dengan kendaraan yang akan keluar dari kapal.
 Sehingga, waktu bongkar menjadi lama dan waktu muat kapal yang menjadi lebih sedikit, selain kegiatan bongkar muat muatan di atas kapal di sekitar dermaga. Dan juga terdapat kegiatan bongkar muatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan yang menjual hasil laut nya ke warga sekitar pelabuhan sehingga membuat pelayanan terhadap pengguna jasa yang akan menyeberang maupun yang akan keluar dari pelabuhan menjadi terganggu. Dikarenakan di pelabuhan penyeberangan Bira tidak adanya rambu-rambu pembatas zona keamanan di area pelabuhan sehingga banyak sekali orang maupun kendaraaan yang tidak berkepentingan dapat dengan mudah masuk di area pelabuhan.
 Sehingga bisa membahayakan para pengguna jasa baik penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang dan itu disebabkan  belum adanya penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bira sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
Berdasarkan uraian  dari hasil survey yang dilakukan dan juga dilihat dari kondisi yang ada,  maka penulis tertarik untuk mengambil judul penulisan Kertas Kerja Wajib ini, yaitu : “STERILISASI DAN PENGATURAN ARUS LALU LINTAS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN BIRA UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN BAGI PENGGUNA JASA”

I.1.2	Rumusan Masalah
Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam  Kertas Kerja Wajib ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu perumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kondisi saat ini pada pelabuhan penyeberangan Bira terhadap sterilisasi pelabuhan dan pola arus lalu lintas?
2. Bagaimana seharusnya sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bira berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan?
3. Bagaimana upaya pengaturan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bira?
4. Rambu apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sterilisasi dan pengaturan pola arus lalu lintas di Pelabuhan penyeberangan Bira?

I.2	Maksud dan Tujuan
	Adapun maksud dari/ penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester VI dan yang menjadi tujuan dari pembahasan masalah yang diambil pada pelabuhan penyeberangan Bira adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui kondisi saat ini terhadap sterilisasi dan pola arus lalu lintas di pelabuhan penyeberangan Bira
2. Menentukan zona keamanan (zonasi) pelabuhan penyeberangan Bira dalam rangka sterilisasi area pelabuhan
3. Menentukan pola arus lalu lintas yang ada di area pelabuhan penyeberangan Bira
4. Menentukan kebutuhan peralatan dan personil untuk mendukung kegiatan sterilisasi dan pengaturan pola arus lalu lintas

I.3 Manfaat
Adapun manfaat dari penulisan KKW ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Bagi Taruna :
a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Diploma III LLASDP di lapangan.
b. Mendapatkan ilmu dan pengalaman yang terjadi di lapangan.
c. Menyelesaikan tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW).

2. Manfaat Bagi Lembaga/Instansi :
a. Menjadi bahan evaluasi terhadap pembagian sistem zona berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan.
b. Menertibkan Pola arus lalu lintas agar tidak terjadinya pertemuan antar kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bira
c. Dapat mewujudkan pelabuhan yang aman, nyaman, tertib, dan lancer
	

I.4  Keaslian
       Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil penelitian yang relevan agar hasil yang di dapat lebih akurat. Kertas Kerja Wajib (KKW) yang diselesaikan ini merujuk kepada Kertas Kerja Wajib (KKW) milik Beby Armi Julianty angkatan ke XXV. Adapun perbedaan terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1
Keaslian
	Pembahasan
	Beby Armi Julianty
	Anggita Putri
	Anjas Arya Bagaskara

	Judul KKW
	TINJAUAN ZONASI PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  NOMOR 29 TAHUN 2016 DAN MANAJEMEN POLA LALU LINTAS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN GILIMANUK PROVINSI BALI
	PENERAPAN  STERILISASI DAN SISTEM ZONASI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	STERILISASI DAN PENGATURAN ARUS LALU LINTAS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN BIRA UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN BAGI PENGGUNA JASA

	Tempat Penelitian
	Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Kabupaten Jembrana Provinsi Bali
	Pelabuhan Penyeberangan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
	Pelabuhan Penyeberangan Bira Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

	Tahun
Penelitian
	2017
	2018
	2019

	Analisa Permasalahan
	1. Analisa penerapan sistem zonasi
2. [bookmark: _GoBack]Analisa pola arus lalu lintas
	1.  Analisa penentuan zona
2.  Analisa perlengkapan yang mendukung sistem zona
	1. Analisa Penentuan       Sistem Zonasi
2. Analisa Pengaturan Pola Arus Lalu Lintas di Pelabuhan
3. Analisa Kebutuhan Fasilitas Pendukung Sistem Zonasi
4. Analisa Kebutuhan Personil Pendukung


	Peraturan yang digunakan
	1. PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
2. SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

	1. PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
2. Peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 tahun   2014 tentang rambu lalu lintas.
	1. PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
2. SK.242/ HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun   2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
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